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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar manajemen mutu dan penerapan prinsip Total Quality
Management (TQM) dalam pelaksanaan program sosial-keagamaan di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota
Palembang. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi
pustaka, observasi, dan wawancara informal dengan pegawai serta pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan prinsip TQM masih belum optimal, ditandai dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam
perencanaan program, ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi dalam pelaksanaan, serta
evaluasi kinerja yang masih bersifat administratif dan kurang berbasis indikator mutu. Budaya mutu belum terbentuk
secara kolektif, dan tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan pelatihan SDM, resistensi terhadap
perubahan, serta kurangnya sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya
reformasi birokrasi yang lebih strategis melalui peningkatan partisipasi publik, penyusunan SOP, penguatan evaluasi
berbasis kinerja, serta pembentukan budaya ketja yang berorientasi mutu.
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Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu indikator utama keberhasilan
pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat secara efektif. Dalam konteks
pemerintahan daerah, penerapan manajemen mutu tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi
juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi birokrasi (Harjadi, 2017). Manajemen mutu secara
umum bertujuan memastikan bahwa setiap proses pelayanan memenuhi standar yang telah
ditetapkan, sckaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi (Sallis, 2014). Di
tengah dinamika sosial dan keagamaan yang semakin kompleks, penerapan prinsip mutu dalam
pelayanan sosial-keagamaan menjadi sangat penting agar program-program yang diselenggarakan
mampu memberikan dampak positif secara berkelanjutan (Arifin & Wibowo, 2019). Oleh karena itu,
penguatan manajemen mutu di tingkat pemerintahan daerah menjadi kebutuhan strategis untuk
mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.

Dalam struktur pemerintahan daerah, bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Setda Kota
Palembang memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan program sosial dan keagamaan yang
langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Sebagai bagian yang bertanggung jawab terhadap
keberhasilan program tersebut, penerapan manajemen mutu harus mampu meningkatkan efektivitas
layanan yang diberikan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah daerah (Moecheriono, 2018). Sayangnya, berbagai studi

menunjukkan bahwa penerapan prinsip mutu di tingkat bagian Kesra masih belum optimal, yang
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menyebabkan sejumlah permasalahan seperti ketidakpuasan masyarakat, ketidakefisienan proses,
dan rendahnya akuntabilitas kinerja (Hasibuan, 2020). Kondisi ini menegaskan perlunya pembaruan
sistem manajemen berbasis mutu yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dan
mendorong peningkatan kualitas layanan sosial-keagamaan secara berkelanjutan.

Urgensi pembaruan manajemen berbasis mutu di lingkungan birokrasi sosial-keagamaan
semakin mendesak mengingat tantangan zaman, termasuk tuntutan masyarakat akan pelayanan yang
lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Implementasi manajemen mutu yang efektif diyakini
dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan program-program Kesra, sekaligus memperkuat
kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial-keagamaan (Wibowo &
Wulandari, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji konsep dasar
manajemen mutu yang relevan diterapkan di bagian Kesra Setda Kota Palembang serta
mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur manajemen
publik yang berorientasi mutu serta praktik pemerintahan daerah yang lebih profesional dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini bersifat deskriptif kualitatif, bertujuan
untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep dasar manajemen mutu yang
diterapkan di Bagian Kesra Setda Kota Palembang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan
peneliti untuk mengkaji secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip
manajemen mutu dalam konteks birokrasi sosial-keagamaan, serta memahami makna dan
interpretasi dari para pegawal dan pemangku kepentingan terkait (Creswell, 2014). Data
dikumpulkan melalui tiga sumber utama, yaitu studi pustaka yang dilakukan untuk memperoleh
landasan teoritis tentang manajemen mutu dan reformasi birokrasi, observasi langsung di lingkungan
kerja Bagian Kesra untuk memahami proses dan praktik yang berlangsung, serta wawancara
informal dengan pegawai dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif langsung
terkait penerapan prinsip-prinsip mutu dalam kegiatan sehari-hari (Moleong, 2017).

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan fokus pada
pencarian pola-pola yang muncul terkait penerapan prinsip Total Quality Management (TQM) di
lingkungan Bagian Kesra. Observasi dilakukan secara tidak mengganggu aktivitas operasional, serta
diarahkan untuk mengidentifikasi proses kerja, standar pelayanan, dan budaya mutu yang ada.
Wawancara informal dilakukan dalam bentuk diskusi santai, namun tetap mengarah pada penggalian
informasi yang relevan mengenai persepsi pegawai dan pemangku kepentingan terhadap penerapan
mutu serta tantangan yang dihadapi. Data dari ketiga sumber tersebut kemudian dianalisis secara
induktif, yaitu mengelompokkan dan mengkategorikan temuan untuk mengidentifikasi pola dan
hubungan yang relevan dengan prinsip-prinsip TQM serta relevansinya dalam konteks reformasi
birokrasi di sektor publik (Miles & Huberman, 1994).

Analisis data didasarkan pada teori Total Quality Management (TQM), yang menekankan
pada keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam pencapaian mutu dan continuous improvement
(Oakland, 2014). Pendekatan ini relevan karena mendukung upaya reformasi birokrasi yang
berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik secara menyeluruh. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya menggali penerapan prinsip-prinsip mutu secara konseptual, tetapi juga
menilai bagaimana prinsip tersebut diinternalisasi dan diimplementasikan dalam praktik kerja di

lingkungan Bagian Kesra, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kesiapan
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dan tantangan dalam mewujudkan birokrasi yang berorientasi mutu sesuai dengan prinsip-prinsip
reformasi birokrasi di sektor publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip TQM dalam Perencanaan Program di Bagian Kesra
Implementasi prinsip TQM dalam perencanaan program di Bagian Kesra Setda Kota

Palembang masih menunjukkan kekurangan dalam aspek partisipasi stakeholder. Observasi dan
wawancara mengungkapkan bahwa proses perencanaan cenderung bersifat top-down, di mana
keputusan utama diambil oleh pejabat tertentu tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Hal
ini bertentangan dengan prinsip customer focus yang menuntut organisasi untuk memahami dan
melibatkan pelanggan secara aktif dalam setiap tahap proses (Oakland, 2014). Partisipasi
masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan sangat penting agar program yang
disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, sehingga meningkatkan tingkat
keberterimaan dan efektivitas program tersebut.

Selain aspek partisipatif, kurangnya keterlibatan stakeholder berpengaruh pada kualitas
perencanaan yang dilakukan. Menurut Deming (19806), keberhasilan penerapan TQM sangat
bergantung pada budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif, bukan semata-mata pada prosedur
formal. Ketidaklibatan masyarakat menyebabkan risiko program tidak relevan, tidak tepat sasaran,
dan kurang mampu menjawab permasalahan riil di lapangan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi
yang berorientasi pada mutu harus mengedepankan pendekatan customer-oriented dan memperkuat
mekanisme partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan.

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas juga perlu ditingkatkan. Prinsip TQM
menuntut adanya keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam seluruh proses kerja (Sallis, 2014).
Dalam konteks Bagian Kesra, peningkatan transparansi dapat dilakukan melalui konsultasi publik
dan forum diskusi yang melibatkan masyarakat, sehingga mereka merasa memiliki andil dalam
proses pembangunan dan layanan sosial-keagamaan tersebut. Dengan demikian, perbaikan dalam
aspek partisipatif dan transparansi akan menjadi fondasi penting dalam penerapan konsep TQM
yang efektif dalam perencanaan program.

Pelaksanaan Program dan Standar Layanan

Pelaksanaan program sosial keagamaan di Bagian Kesra menunjukkan bahwa kegiatan rutin
berjalan baik secara administratif, namun belum didukung oleh standar operasional prosedur (SOP)
yang terdokumentasi secara formal. Ketidakhadiran SOP ini menyebabkan variasi dalam
pelaksanaan kegiatan dan sulit melakukan pengendalian mutu secara sistematis (Sallis, 2014).
Padahal, dalam kerangka TQM, penerapan SOP yang jelas dan terdokumentasi adalah fondasi
utama dalam menjamin konsistensi, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memudahkan proses
evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Selain itu, kurangnya standar operasional juga berimplikasi pada rendahnya tingkat
pengendalian proses. Menurut Juran (1989), standar operasional yang terdokumentasi dan diikuti
secara disiplin menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga mutu. Tanpa SOP yang baku, proses
kegiatan cenderung bersifat ad hoc dan tidak terukur, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan
dari masyarakat dan menghambat pencapaian target mutu layanan. Oleh karena itu, pengembangan
SOP yang komprehensif dan pelatihannya harus menjadi prioritas agar kegiatan berjalan sesuai
prinsip process control dan continnous inprovement.

Selain aspek dokumen, budaya kerja juga perlu diarahkan untuk mendukung penerapan
standar mutu. Hal ini meliputi peningkatan kesadaran pegawai akan pentingnya standar, serta
disiplin dalam mengikuti prosedur yang telah disusun. Menurut Harjadi (2017), pembentukan
budaya mutu di organisasi memerlukan komitmen dari pimpinan dan pembinaan berkelanjutan.
Dengan demikian, penerapan SOP yang konsisten dan terintegrasi akan meningkatkan efektivitas
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pelaksanaan program, memperkuat prinsip efisiensi, dan mendukung reformasi birokrasi yang
berorientasi mutu.
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Pengendalian dan evaluasi kinerja program di Bagian Kesra saat ini masih bersifat umum
dan lebih menitikberatkan pada aspek administratif serta pelaporan kegiatan. Sistem ini kurang
mampu mengukur keberhasilan program secara mendalam, terutama dalam hal dampak nyata
terthadap masyarakat (Moleong, 2017). Dalam kerangka TQM, evaluasi harus berbasis pada
indikator kinerja yang spesifik dan terukur, serta mampu memberikan umpan balik yang konstruktif
untuk perbaikan berkelanjutan (Oakland, 2010). Penggunaan indikator yang berorientasi pada hasil
dan kepuasan masyarakat sangat penting agar evaluasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga
mencerminkan pencapaian tujuan utama pelayanan publik.

Selain aspek kuantitatif, aspek partisipatif dalam proses evaluasi juga perlu ditingkatkan.
Pelibatan masyarakat secara aktif dalam memberikan umpan balik melalui forum diskusi, survei
kepuasan, dan pengaduan dapat menjadi bagian dari sistem evaluasi yang lebih komprehensif
(Wibowo & Wulandari, 2021). Hal ini akan membantu organisasi memahami persepsi masyarakat
terthadap mutu layanan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Implementasi sistem
evaluasi berbasis kinerja yang transparan dan akuntabel akan memperkuat budaya continnous
improvement dan mendukung reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih responsif dan
berkualitas.

Selain itu, pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi juga penting dalam
mendukung pengendalian dan evaluasi. Teknologi digital dapat memudahkan pengumpulan data,
analisis, dan pelaporan secara real-time, sehingga proses evaluasi menjadi lebih efisien dan akurat.
Menurut Wibowo dan Wulandari (2021), digitalisasi sistem pelayanan publik adalah bagian tak
terpisahkan dari reformasi birokrasi modern yang menuntut penggunaan teknologi untuk
meningkatkan mutu dan transparansi layanan. Dengan demikian, penguatan sistem evaluasi yang
berbasis indikator kinerja dan teknologi informasi akan mempercepat pencapaian mutu layanan
yang berkelanjutan.

Budaya kerja yang kuat dan komitmen organisasi merupakan faktor kunci dalam
keberhasilan penerapan prinsip TQM di Bagian Kesra. Hasil wawancara menunjukkan bahwa
meskipun sebagian pegawai memiliki motivasi personal untuk memberikan layanan berkualitas,
budaya organisasi secara menyeluruh belum mampu menanamkan nilai-nilai mutu secara kolektif
(Harjadi, 2017). Tanpa adanya budaya mutu yang tertanam, upaya peningkatan kualitas layanan
cenderung bersifat sporadis dan bergantung pada individu tertentu, bukan sebagai bagian dari
identitas organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan budaya mutu harus
menjadi strategi utama agar mutu menjadi nilai yang melekat dan menjadi bagian dari perilaku
setiap pegawai.

Budaya Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Mutu

Pembentukan budaya mutu memerlukan kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan
mengarahkan pegawai untuk mengadopst nilai-nilai kualitas secara konsisten. Menurut Moehetriono
(2018), kepemimpinan yang berorientasi pada mutu harus mampu menciptakan lingkungan kerja
yang kondusif, memberi penghargaan terhadap inovasi dan perbaikan, serta menyediakan pelatihan
berkelanjutan. Selain itu, budaya mutu juga dapat dipupuk melalui sistem penghargaan dan insentif
yang mendorong pegawai untuk berkontribusi secara aktif dalam peningkatan mutu layanan.
Dengan demikian, budaya kerja yang berorientasi mutu akan memperkuat implementasi prinsip
TQM dan mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, keberhasilan pembentukan budaya mutu juga bergantung pada komitmen
pimpinan dan seluruh elemen organisasi. Pimpinan harus menjadi contoh dan agen perubahan yang
mendorong pegawai untuk selalu berorientasi pada mutu. Menurut Harjadi (2017), transformasi
budaya organisasi memerlukan proses jangka panjang yang melibatkan komunikasi efektif,
pelatihan, serta penguatan nilai-nilai mutu secara konsisten. Dengan membangun budaya kerja yang
kokoh dan berorientasi mutu, Bagian Kesra dapat meningkatkan kualitas layanan secara
berkelanjutan dan menegaskan komitmennya dalam reformasi birokrasi.
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Tantangan dalam Implementasi Manajemen Mutu

Implementasi manajemen mutu di Bagian Kesra menghadapi berbagai tantangan struktural
dan budaya yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pelatthan SDM
yang memadai. Banyak pegawai belum mendapatkan pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip
TQM dan reformasi birokrasi, sehingga pengetahuan mereka tentang mutu dan proses perbaikan
berkelanjutan masih terbatas (Hasibuan, 2020). Ketidaktahuan ini menyebabkan resistensi terhadap
perubahan dan kurangnya motivasi untuk mengadopsi budaya mutu secara menyeluruh. Oleh
karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatthan yang berkelanjutan menjadi prioritas utama
dalam strategi reformasi.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan psikologis dan budaya
dalam organisasi. Pegawai yang sudah terbiasa dengan prosedur lama cenderung menolak inovasi
baru yang dianggap mengganggu rutinitas mereka. Menurut Kotter (1997), keberhasilan perubahan
organisasi sangat bergantung pada kepemimpinan yang mampu mengatasi resistensi melalui
komunikasi yang efektif dan pemberian insentif. Pimpinan harus mampu menunjukkan manfaat
perubahan dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, agar proses transformasi
menjadi lebih lancar dan diterima secara luas.

Faktor lain yang turut mempersulit implementasi adalah kurangnya sistem informasi
manajemen yang terintegrasi dan digitalisasi proses layanan. Teknologi menjadi alat penting dalam
mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik (Wibowo & Wulandari,
2021). Tanpa sistem yang memadai, pengumpulan data, monitoring, dan evaluasi menjadi sulit
dilakukan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, digitalisasi dan integrasi sistem informasi harus
menjadi bagian dari reformasi birokrasi agar manajemen mutu dapat berjalan secara efektif dan
berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep dasar manajemen mutu di Bagian
Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-
prinsip Total Quality Management (TQM) masih belum berjalan secara optimal. Temuan
menunjukkan bahwa perencanaan program cenderung dilakukan secara top-down dengan minimnya
pelibatan masyarakat, sehingga belum mencerminkan prinsip customer focus dalam manajemen mutu.
Selain itu, pelaksanaan program belum didukung oleh dokumen standar operasional prosedur (SOP)
yang terdokumentasi, yang menyebabkan variasi dalam pelaksanaan serta kesulitan dalam melakukan
pengendalian mutu secara sistematis. Evaluasi kinetja juga masih terbatas pada aspek administratif
dan belum sepenuhnya berbasis indikator kinerja yang relevan atau partisipasi masyarakat. Budaya
kerja dan komitmen organisasi terhadap mutu pun belum terbentuk secara menyeluruh, di mana
sebagian besar inisiatif mutu masih bersifat individu, bukan bagian dari budaya kolektif organisasi.
Tantangan lain yang dihadapi meliputi kurangnya pelatihan SDM tentang prinsip TQM, resistensi
terhadap perubahan birokrasi, serta keterbatasan sistem informasi manajemen yang terintegrasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya terfokus pada satu
instansi pemerintah daerah dan tidak menyertakan data kuantitatif untuk memperkuat generalisasi
hasil. Selain itu, penggunaan pendekatan wawancara informal dapat membatasi kedalaman eksplorasi
terthadap dinamika internal organisasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk
melakukan studi komparatif lintas daerah dan mengintegrasikan pendekatan mzixed method guna
memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan terukur. Pengembangan model implementasi
manajemen mutu yang kontekstual, disesuaikan dengan kapasitas lokal dan kebutuhan kelembagaan,
juga menjadi agenda penting ke depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat praktitk manajemen mutu di lingkungan birokrasi
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sosial-keagamaan, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih profesional,

transparan, dan akuntabel.
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